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INAZ SYAWAL CAHYA PERMADI NASUTION (B111 09 052). The 
Judicial Review of Theft Criminal with Violence and Ravishment 
(Case Study of State Court Decision of Makassar No. 932/Pid.B/2012/ 
PN. Mks). Supervised by H. M. Imran Arief, S.H, M.S as Supervisor I 
and Haeranah, S.H, M.H as Supervisor II. 
 
This study aims to know the implementation of material criminal law 
on concursus in theft criminal with violence and ravishment.  As case 
study the implementation of material criminal law on concursus which have 
done by defendant who doing theft criminal with violence and ravishment 
of victims and to know the law consideration of judge in giving punishment 
oh defendant during 10 (ten) years prison. 
 
This study was done di Makassar located at Office of Makassar 
State Court by doing interview to the relate-parties that handle directly 
theft case with violence and ravishment intended and to study related-
documents with the case studied. 
 
Then, the data obtained are processed and analyzed descriptively.  
Result of study shows that: 1. statement of witness and evidences 
represented in the court, defendant have fulfill criminal elements that have 
been done by defendant and proved at fault doing theft criminal with 
violence and ravishment. Concursus realist that its criminal system is 
absorption and reinforced of both articles is 16 prison, but in judge’s 
decision is only punish the defendant with 10 years prison, so that it’s 
prejudice the victims and wounded justice sense.  2. By judge of Makassar 
State Court, the defendant ARMAN SINJAYA is punished 10 (ten) years 
prison, which in punish criminal on the defendant, beside the judge using 
judicial consideration, it is also using sociological consideration.  Although 
in this case is concursus, but the judge is not put into concursus in his 






HALAMAN JUDUL  ..............................................................................  i 
PERSETUJUAN PEMBIMBING  .........................................................  ii 
ABSTRAK  ...........................................................................................   iii 
DAFTAR ISI  .........................................................................................  iv 
BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1 
A. Latar Belakang Masalah............................................... . 1  
B. Rumusan Masalah ......................................................... 3  
C. Tujuan Penelitian ........................................................... 4   
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian ................................. 4   
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 6   
A. Tindak Pidana ................................................................ 6   
1. Pengertian Tindak Pidana ....................................... 6   
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .................................... 8   
B. Pidana dan Pemidanaan ................................................ 10   
1. Pengertian Pidana ................................................... 10   
2. Teori Tujuan Pemidanaan ....................................... 16   
3. Jenis-Jenis Pidana ................................................... 19   
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pencurian .... 25 
1. Pengertian Pencurian .............................................. 25   
vii 
 
2. Unsur-Unsur Pencurian ........................................... 26   
3. Jenis-Jenis Pencurian ............................................. 30   
4. Pencurian Dengan Kekerasan ................................. 31 
D. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan ... 36 
1. Pengertian Perkosaan ............................................. 36   
2. Unsur-Unsur Perkosaan .......................................... 39   
3. Jenis-Jenis Perkosaan ............................................ 42  
E. Tinjauan Umum Terhadap Concursus ........................... 43  
1. Pengertian Concursus ............................................. 43   
2. Jenis-Jenis Concursus. ........................................... 45   
3. Sistem Pemidanaan Pada Concursus ..................... 48 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pidana ............. .............................................................. 49    
BAB III  METODE PENELITIAN ........................................................ 52   
A. Lokasi Penelitian ............................................................ 52  
B. Jenis dan Sumber Data................................................ . 52   
C. Teknik Pengumpulan Data........................................... . 53   
D. Analisis Data................................................................ .. 54 
BAB IV PEMBAHASAN .................................................................... 55 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak 
Pidana Perkosaan dan Pencurian Dengan Kekerasan 




B.  Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan 
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan 
dan Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Putusan 
Nomor 932/Pid.B/2012/PN.Mks ..................................... 76 
BAB V  PENUTUP ............................................................................. 90   
A. Kesimpulan..................................................................... 90  
B. Saran................................................ ............................. 91   





A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia merupakan negara yang dibentuk berdasarkan hukum 
dan telah digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 
Sehingga dalam setiap pergerakan atau perbuatan masyarakat memiliki 
nilai-nilai hukum di dalamnya. Tetapi, seiring dengan perkembangan 
zaman jenis-jenis perbuatan yang melanggar hukum yang ada semakin 
beraneka ragam yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah dan pihak-
pihak yang berwenang telah berulang kali memberikan penyuluhan untuk 
menyadarkan masyarakat mengenai akibat yang di timbulkan dari suatu 
perbuatan pidana yang dilakukannya bukan hanya merugikan orang lain 
tetapi diri mereka juga sendiri, tetapi dalam perkembangannya usaha ini 
belum cukup untuk menyadarkan masyarakat.  
 Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran 
bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, 
makmur dan sejahtera.  
 Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian 
menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis.  
 Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat 
berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan 
masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan 
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norma yang berlaku di masyarakat. Beberapa yang menjadi fenomena 
tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan 
perkosaan dan pencurian.  
 Kejahatan perkosaan merupakan suatu bentuk pelanggaran atas 
norma kesusilaan yang merupakan masalah hukum nasional, juga 
merupakan masalah hukum hampir seluruh negara di dunia. Masalah 
kejahatan asusila di negara kita sendiri telah terakomodasi dalam sistem 
perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), yang meliputi kejahatan pornografi, persetubuhan, perzinaan, 
dan perkosaan. Selain memerlukan penanganan yang serius dari aparat 
penegak hukum masalah asusila juga memerlukan kewaspadaan dari 
setiap elemen masyarakat karena kejahatan asusila dapat terjadi kapan 
saja, dimana saja dan kepada siapa saja.  
 Kejahatan pencurian sering terjadi dengan berbagai jenisnya  
dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. dengan 
berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-
bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 
 Banyaknya kejahatan yang terjadi di negara kita, khususnya tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh beberapa hal. 
Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, 
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meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, 
mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat. 
 Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP buku II bab XXII Pasal 
362 sampai dengan Pasal 367. Untuk Pasal 362 memberi pengertian 
tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian dan 
pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 mengatur tentang pencurian 
ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 
367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Berdasarkan hal 
tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 
mendalam tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan dan Perkosaan ( Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 932/Pid.B/2012/PN.Mks.)”. 
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarakan uraian latar belakang di atas, maka dapat di 
rumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan dan perkosaan dalam Putusan 
Nomor 932/Pid.B/2012/PN.Mks.? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan 




C. Tujuan Penelitian 
 Adanya penelitian dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu, berdasarkan rumusan malasah di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan dan perkosaan dalam Putusan 
Nomor 932/Pid.B/2012/PN.Mks.? 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
pidana terhadap pelaku tindak pidana Pencurian dengan kekerasan 
dan perkosaan dalam Putusan Nomor 932/Pid.B/2012/PN.Mks.? 
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat atau berguna baik 
secara teoritis maupun praktikal. 
1. Manfaat/Kegunaan Teoritis: 
a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, 
khususnya pada program kekhususan Hukum Pidana Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 
b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan  
akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian 
 lanjutan tentang tindak pidana perkosaan dan pencurian 





2. Manfaat/Kegunaan Praktikal: 
a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khusunya 
jaksa dan hakim dalam mengenai perkara tindak  pidana 
pencurian dengan kekerasan dan perkosaan sesuai dengan 
mekanisme hukum dan perlindungan hukum yang berlaku. 
b. Sebagai bahan informasi bagi proses pembinaan kesadaran 
hukum bagi masyarakat sesuai mekanisme hukum yang diatur 
















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
 Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan 
”strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak 
pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan 
sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan 
perkataan “strafbaar feit” tersebut. Perkataan “feit” itu sendiri di dalam 
bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “een 
gedeelte van de werkelijkheid”, sedangkan “strafbaar” berarti “dapat 
dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat 
diterjemahkan sebagai “sebagaian dari suatu kenyataan yang dapat 
dihukum”,  yang sudah barang tentu tidak tepat, karena kelak akan kita 
ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia 
sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan 
(P.A.F. Lamintang, 1996:181). 
 Adami Chazawi (2002:69), dalam bukunya menyebutkan: 
“strafbaar feit sendiri terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit, 
beberapa istilah yang digunakan sebagai   terjemahan dari 
strafbaar feit, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan 
hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, 
sementara itu kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, 
pelanggaran dan perbuatan”.  
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 Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, antara 
lain sebagai berikut: 
 Moeljatno (2000:54), mengatakan bahwa: 
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut. 
 
 Simons (Moeljatno, 2000:56), mengatakan bahwa: 
“Strafbaar feit” adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan 
pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggung jawab. 
 
 Van Hattum (P.A.F. Lamintang, 1996:184), mengatakan bahwa: 
Perkataan “strafbaar itu berarti “voor straaf inaanmerking komend” 
atau “straaf verdienend” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas 
untuk dihukum”, sehingga perkataan “straafbar feit” seperti yang 
telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu 
secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu “tindakan”, oleh karena 
telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang 
menjadi dapat dihukum, atau “feit terzakevan hetwelkeen person 
straafbaar is. 
 
 Jadi, menurut Van Hattum tersebut di atas, antara”feit” dan 
“persoon” yang melakukannya tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan 
pendapat Van Hattum dan Simons sebagaimana terurai di atas, maka 
Pompe (Lamintang,  
1996:182) memberi pengertian “straafbaar feit” itu dari dua (2) segi, yaitu: 
1. Dari segi teoritis, “straafbaar feit” itu dapat dirumuskan sebagai 
suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang 
dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 
seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku 
tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan umum. 
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2. Dari segi hukum positif, “straafbaar feit” itu sebenarnya adalah tidak 
lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 
 
 Tresna (Adami Chazawi, 2002:72-73), menyatakan bahwa: 
Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang 
lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman. 
 
 Zainal Abidin (2007:143), menyatakan bahwa : 
Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah 
“straafbaar feit” secara harfiah dapat diterjemahkan dengan 
peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang 
dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang 
dilarang atau dijatuhi sanksi. 
 
 Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di 
atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan 
yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
 Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, 
maka yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan 
manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan 
yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum 
pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “een doen” atau “een niet 
doen” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak 
melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut 
sebagai “een natalen” yang juga berarti “hal mengapalkan sesuatu yang 
diwajibkan (oleh undang-undang)”. 
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 Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 
dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang 
undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, 
yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan sudut pandang 
undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu 
dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan 
perundang-undangan yang ada. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang 
dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002:82), unsur-unsur tersebut 
berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHPidana, 
diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni: 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.  
 Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh 
beberapa teoritis diantaranya, menurut: 
1. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana 
adalah: 
a. Perbuatan; 
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
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2. Menurut R. Tresna  (Adami Chazawi, 2002:80), unsur   tindak pidana 
adalah: 
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 
3. Menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2002:81), unsur tindak 
pidana adalah: 
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
B. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
 Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu delik. 
 Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.  
 Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, 
dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat 
berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh karena pidana 
merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan 
pengertian atau makna sentral yang dapat  menunjukan ciri-ciri atau sifat-
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sifatnya yang khas, berikut ini beberapa pengertian  pidana dari para ahli 
sebagai  sebagai beikut berikut : 
 Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984:47), mengatakan 
bahwa : 
“Pidana itu adalah straf menurut hUkum positif dewasa ini, adalah 
suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi 
seorang pelanggar, yakni semata-mata  karena orang tersebut 
telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh 
Negara.” 
 
 Menurut Simons (P.A.F. Lamintang, 1984:48), mengatakan 
bahwa: 
“Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang 
pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, 
yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi 
seseorang yang bersalah.” 
 
 Menurut Algranjanssen (P.A.F. Lamintang, 1984:48), 
mengatakan bahwa: 
“Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa 
(hakim) untuk memperingatkan mereka yang   telah melakukan 
suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari 
penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagaimana dari 
perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas 
nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah 
tidak melakukan suatu tindak pidana”. 
 
 Soedarto (Niniek Suparni, 2007:11), Pidana adalah :  
“nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang 
melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang 




 Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan 
kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain 
dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Hukum pidana sengaja 
mengenakan penederitaan dalam mempertahankan norma-norma yang 
diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dan dalam hukum pidana inilah 
yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah 
sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana 
terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain 
tidak memadai. 
 Menurut Roeslan Saleh (Bambang Waluyo, 2008:9), pidana 
adalah : 
  “Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu 
nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat 
delik”. 
 
 Pada dasarnya pengertian pidana menurut Roeslan Saleh ini 
hampir sama dengan pengertian pidana dari Soedarto, yaitu bahwa 
pidana berwujud suatu nestapa, diberikan oleh Negara, kepada 
pelanggar. Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa 
hakikat pidana adalah pemberian nestapa, hal ini antara lain diungkapkan 
oleh Hulsman dikutip Muladi (Niniek Suparni, 2007:12): 
 “Pidana adalah menyerukan untuk tertib. Pidana pada 
 hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk 
 mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik”. 
  
 Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan 
penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi disisi yang lain 
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juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat 
sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana 
sebagai pedang bermata dua. 
 Adapun unsur-unsur  atau ciri-ciri pidana menurut Dwidja Priyatno 
(2006:7) ialah sebagai berikut: 
1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan  
penderitaan atau nestapa atau akibt-akibat lain yang tidak 
menyenangkan. 
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan 
yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang). 
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hokum 
(korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut 
undang-undang. 
  
Secara umum fungsi hukum pidana yakni untuk mengatur 
danmenyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan 
terpeliharanya ketertiban umum. Sedangkan secara khusus fungsi hukum 
pidana menurut Antonius Sudirman (2009:106-107) adalah: 
1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-
perbuatan yang menyerang atau memperkosan kepentingan 
hukum tersebut. 
2. Memberi dasar legitimasi bagi Negara dalam rangka Negara 
menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan 
umum. 
3. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka 
Negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan 
umum. 
   
Penjelasan tentang ketiga hal tersebut diatas adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi melindungi kepentingan hukum (retchsbelang) dari perbuatan 
yang menyerang atau memperkosanya. Kepentingan hukum yang 
dimaksud yakni : hak-hak (rechten), hubungan hukum 
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(rechtsbetrekking), keadaan hukum (rechtstoestand), dan bangunan 
masyarakat (sociale instellingen). 
b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang 
dilindungi. Artinya, negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana 
kepada warga masyarakat yang terbukti melanggar kepentingan 
hukum yang dilindungi oleh hukum pidana. 
c. Mengatur dan membatasi kekuasaan Negara dalam rangka 
melaksanakan fungsi perlindungan dan kepentingan hukum. Fungsi ini 
dimaksudkan untuk mencegah Negara menggunakan haknya secara 
sewenang-wenang dalam upaya mempertahankan kepentingan 
hukum yang dilindungi. 
Pidana dibedakan menjadi pidana formil dan pidana matertiil. 
Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian hukum 
pidana formil dan hukum pidana materil diantaranya: 
 Wirjono Prodjokoro (Leden Marpaung, 2005:2) menjelaskan hukum 
pidana formil dan hokum pidana materil sebagai berikut: 
Isi dari hukum pidana adalah: 
1. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang 
diancam dengan hokum pidana. 
2. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum 
pidana. 
3. Penunjukan orang atau badan hokum yang pada umumnya 
dapat dihukum pidana, dan 
4. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. 
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 Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya 
hukum pidana, oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian pengaturan 
yang memuat cara bagaimana bdan-badan pemerintah yang berkuasa, 
yaitu kepolisisan, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna 
mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. 
 J.M. Van Bemmelen (Amir Ilyas, 2012:9), menjelaskan kedua hal 
tersebut sebagai berikut: 
“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap 
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan 
itu.”  
 
“Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana 
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus 
diperhatikan pada kesempatan itu”. 
 
 Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005:2), menjelaskan  hukum 
pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut: 
“Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hokum yang 
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi 
pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang 
yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran 
pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hokum yang 
mengatur cara mempertahankan hokum pidana materil terhadap 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau 
dengan kata lain, mengatu cara bagaimana hokum pidana materil 
diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur 
cara melaksanakan keputusan hakim”. 
    
 Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah 
yang jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil 
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adalah aturan yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan 
hukum pidana materil. 
 Sedangkan pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukum sedangkan “pemidanaan 
diartikan sebagai penghukuman. 
 Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk 
memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh 
Sudarto (M. Taufik Makarao, 2005:16) yang menjelaskan bahwa: 
 “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat 
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan 
 tentanghukumnya (berchten) menetapkan hukum untuk suatu 
peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, 
akan tetapi juga perdata. Kemudian istilah penghukuman dapat 
disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan 
pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”  
 
 
2. Toeri Tujuan Pemidanaan 
 Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan 
terdapat suatu teori (Adami Chazawi, 2002: 157-156), yaitu: 
a. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
 Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar 
pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada 
penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut 
telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan 
hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi. 
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 Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua 
arah, yaitu : 
1. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan). 
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di  
 kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). 
 Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini 
sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya 
maupun masyarakat pada umumnya. 
b. Teori relatif atau teori tujuan (doel teorien) 
 Teori relatif atau tujuan  berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan suatu tindakan yang dapat 
menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. 
  Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking). 
2. Bersifat memperbaiki (verbefering/reclasering). 
3. Bersifat membinasakan (onscadelijk moken). 
Menurut sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu: 
1. Pencegahan umum (general preventive). 
 Teori pidana yang bersifat menakut-nakuti merupakan teori yang 
paling lama dianut orang. Menurut teori umum ini, pidana yang dijatuhkan 
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pada penjahat ditujukan pada orang-orang (umum) menjadi takut untuk 
berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh 
masyarakat, agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan 
yang serupa dengan penjahat itu. 
 Khalayak menjadi takut untuk melakukan kejahatan maka perlu 
dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam 
dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya. 
Penjahat yang dipidana itu dijadikan tontonan orang banyak dan dari apa 
yang dilihatnya inilah yang akan membuat semua orang takut berbuat 
serupa. 
2. Pencegahan khusus (special preventive) 
 Menurut teori ini, tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan 
yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan 
dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak 
mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.  
 Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana yang 
sifatnya ada tiga macam, yaitu: 
1. Menakut-nakutinya; 
2. Memperbaikinya; 
3. Membuatnya menjadi tidak berdaya; 
 Maksud menakut-nakuti adalah bahwa pidana harus dapat member 
rasa takut bagi orang-orang tertentu yang tidak lagi merasa takut untuk 
mengulangi kejahatan yang pernah dilakukannya. Pidana yang dijatuhkan 
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kepada orang yang sperti ini haruslah bersifat memperbaikinya. 
Sementara itu, orang-orang yang ternyata tidak lagi diperbaiki, pidana 
yang dijatuhkan terhadapnya haruslah bersifat membuatnya menjadi tidak 
berdaya atau bersifat membinasakan. 
a. Teori gabungan (vernegings theorien) 
 Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 
 Teori gabungan ini dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Teori gabungan ini mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu 
tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 
dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
2. Teori golongan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
3.  Jenis-jenis pidana 
 Jenis-jenis pidana tercantum didalam pasal 10  KUHP dan jenis 
pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali 
ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis 
pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 
tambahan dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal 
tertentu, adapun pembagiannya (Andi Hamzah 2010:183), yaitu: 
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a. Pidana Pokok. 
1. Pidana Mati. 
2. Pidana Penjara. 
3. Pidana Kurungan. 
4. Pidana Denda. 
5. Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHPN, berdasarkan UU 
No.20 Tahun 1946). 
b. Pidana Tambahan. 
1. Pencabutan hak-hak tertentu. 
2. Perampasan barang-barang tertentu. 
3. Pengumuman putusan hakim. 
 Adapun penjabaran secara jelas tentang pidana pokok dan pidana 
tambahan (Adami Chazawi 2002:29-54), yaitu: 
1. Pidana Mati 
 Berdasarkan  pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang 
tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena 
pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa 
penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak 
ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai 
sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari 
kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. 
 Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila 
telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, 
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baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya, 
apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik 
kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun 
kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu 
dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. 
2. Pidana Penjara 
 Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan 
kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan ini bukan hanya dalam 
bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Diharapkan 
dengan adanya perampasan kemerdekaan terhadap si terpidana akan 
menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu 
dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana diharapkan melakukan 
perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Adapun 
ketentuan pidana pidana penjara dalam Pasal 12 Ayat (2) yaitu pidana 
penjara paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun dan tidak boleh 
lebih dari 20 tahun sesuai ketentuan dalam Ayat (4). 
3. Pidana Kurungan 
 Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara yang juga 
merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan 
daripada pidana penjara. Adapun ketentuan pidana kurungan yaitu dalam 
Pasal 18 Ayat (1) yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling 
lama 1 tahun, adapun pemberatan pidana maka pidana kurungan dapat 
ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan. 
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4. Pidana Denda 
 Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku 
III) baik sebagai alternative dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. 
Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan 
culpa. Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali 
dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau  pidana 
penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam 
rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana 
itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja yang tidak 
memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Dalam hal, 
dimana hakim menyertakan pidana kurungan dalam putusannya dan 
denda tersebut tidak dibayar, maka harus menjalani kurungan pengganti 
denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang 
lamanya berkisar antara 1 hari sampai 6 bulan. 
5. Pidana Tutupan 
 Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui 
UU No.20 Tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam 
Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang 
melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 
pidana tutupan. 
 Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang 
perlu untuk melaksanakan UU No.20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam 
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Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan 
Pemerintah Rumah Tutupan. 
6. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
 Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang 
yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 
3 BW). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui 
alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut 
Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut (Adami 
Chazawi 2002:44-45), adalah: 
1. Hak memegang jabatan pada umunya atau jabatan yang tentu; 
2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; 
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan hukum; 
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau 
pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri; 
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian  
atau pengampuan atas anak sendiri; 
6. Hak menjalankan mata pencaharian. 
 
 Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk 
selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang 
bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. 
7. Perampasan Barang Tertentu 
 Perampasan barang sebagai suatu tindak pidana hanya 
diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan 




 Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim 
pidana (Pasal 39), yaitu: 
a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan 
(bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan corpora 
delictie,misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, 
surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan 
b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, 
yang disebut dengan istrumenta delictie, misalnya pisau yang 
digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, 
anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain 
sebagainya.(Adami Chazawi 2002:49-50). 
 Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan 
barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (imperatif) 
untuk dijatuhkan. 
8. Pengumuman Putusan Hakim 
 Pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-
hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam Pasal: 128, 
206, 361, 377, 395, 405.  
 Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP). Bila tidak 
batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu 
pidana bukanlah seperti yang disebutkan diatas. Pengumuman putusan 
hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan 
pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. 
  Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan 
perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan 
melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, 
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melalui media radio maupun televise, yang pembiayaanya dibebankan 
pada terpidana. 
 Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, 
adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu agar 
tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.  
 Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat 
umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-
orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari 
kejahatan (tindak pidana). 
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Pencurian 
 Dewasa ini tindak pidana pencurian menunjukan kecenderungan 
meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya 
meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat 
yang harus ditindak secara seksama. 
 Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II 
Pasal 362 KUHP yang berbunyi (Moeljatno, 128): 
 “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
 atausebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
 dimilkisecara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
 denganpidana penjara paling lama lima tahun atau denda 
 palingbanyak enam ribu rupiah”. 
 
 Di dalam KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini 
dapat diketahui dalam KUHP BAB IX bukuI tentang arti beberapa istilah 
yang diapaki dalam Kitab Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan. 
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 Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak 
pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman 
adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang 
orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah 
pencurian, sebab ada juga mengambil barang oang lain dan kemudian 
diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang 
dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah 
dengan unsur  maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan 
unsur objektif  dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan mengambil, 
barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain, secara melawan 
hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara 
melawan hukum. 
 Jadi di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak 
diterangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas 
karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tesebut. 
Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan yang dimaksud pencurian 
adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara 
melawan hukum. 
2. Unsur-unsur Pencurian 
 Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 
362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian 
tersebut. Hal itu dimaksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari 
tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusn delik yang ada 
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dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur-
unsur  dari kejahatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 
KUHP dibagi menjadi dua yaitu unsur subyekitf dan unsur obyektif yaitu 
sebagai berikut: 
1. Unsur Objektif. 
a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen); 
b. Unsur benda; 
c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. 
2. Unsur Subjektif. 
a. Maksud untuk memiliki; 
b. Melawan hukum. 
1.  Unsur-unsur objektif 
a.   Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) 
 Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini 
menunjukkan bahwa pencurian berupa tindak pidana formil. Mengambil 
barang adalah (Adami Chazawi, 2006:5-6): 
 Suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan 
 dengangerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umunya 
dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan  kemudian diarahkan 
pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya. Dan 
mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat 
lain atau kedalam kekuasaannya. 
 
 Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada 
perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan 
benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 
mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap 
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suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya 
secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1984:79-80). 
b. Unsur benda  
Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini 
sesuai dengan keterangan dalam Memori van Toelichting (MvT), 
mengenai pembentukan Pasal 362 KUHPidana adalah (Adami Chazawi, 
2006:9): 
 Terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-
 benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian 
 apabilatelah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda 
 bergerak,misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau 
 daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Apabila petindak 
 terlebih dulu menebang pohon atau melepas daun pintu 
 kemudianmengambilnya, maka di samping ia telah melakukan 
 pencurian, ia juga telah melakukan kejahatan perusakan benda 
 (Pasal 406 KUHPidana).  
 
 
Dalam hal ini terjadi perbarengan perbuatan (Pasal 65 
KUHPidana). Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan  
bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang 
kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah 
terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. 
 Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat 
berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). 
Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena 
sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan 
dari benda bergerak. 
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 Sebaiknya pengertian benda tersebut tidak lagi sepenuhnya 
didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak 
dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai 
ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai 
ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua 
orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi 
pemiliknya. 
c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain 
 Yang dimaksud dengan orang lain dalam unsur sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain harus diartikan sebagai bukan si petindak. 
Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-
benda milik suatu badan misalnya milik Negara. 
 Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res 
nullius, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan. 
 Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya 
itu dilepaskan, disebut resderelictae. Misalnya sepatu bekas yang 
sudah dibuang di kotak sampah. 
2. Unsur-unsur subjektif  
a. Maksud untuk memiliki 
 Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur 
maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzetals oogmerk), berupa 
unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur 
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itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan 
mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. 
 Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam 
tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan 
beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan 
alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan  
yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini 
adalah maksudnya (subjektif) saja. 
b. Melawan hukum 
 Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu 
ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak 
melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah 
sadar memilki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah 
bertentangan dengan hukum. 
 Berhubungan dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum 
dalam pencurian digolongkan dalam unsur melawan hukum subjektif. 
Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang 
menyatakan bahwa (Adami Chazawi, 2006:15): 
 Apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam 
 rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan 
 pada semua unsur yang ada di belakangnya. 
 
3. Jenis-jenis Pencurian 
 Ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana pencurian yang 
diatur dalam KUHPidana  yaitu: 
31 
 
1) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, termuat dalam 
Pasal 362 KUHPidana; 
2) Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang 
memberatkan, termuat dalam Pasal 363 KUHPidana; 
3) Tindak pidana pencurian ringan, termuat dalam Pasal 364 
KUHPidana; 
4) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, termuat dalam 
pasal 365 KUHPidana; dan 
5) Tindak pidana pencurian dalam keluarga, termuat dalam Pasal 
367 KUHPidana. 
4. Pencurian dengan Kekerasan 
 Menurut R. Soesilo (1981:253) pengertian pencurian dengan 
kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 365 KUHPidana adalah: 
“Kekerasan artinya menggunakan tenaga phisik jasmaniah yang 
tidak kecil secara sah, misalnya memukul, menyepak, menendang 
dengan tangan atau senjata. Termasuk pula mengikat orang atau 
menutup dalam kamar.” 
 
 Disebutkan dalam Pasal 89 KUHPidana yang disamakan dengan 
kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, artinya 
tidak ingat atau tidak sadar dirinya seperti memberikan racun obat tidur 
dan obat-obat lain. Sehingga orangnya menjadi tidak lagi pada dirinya 
sendiri. 
 Sedang pengertian tidak berdaya artinya tidak mempunyai 
kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan 
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perlawanan sedikitpun misalnya, mengikat dengan atau kaki dan 
tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga 
orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat sadar apa 
yang terjadi atas dirinya. 
 Jadi pada dasarnya menurut Pasal 365 KUHPidana bahwa 
kekerasan atau ancaman kekerasan itu harus ditunjukkan kepada orang, 
bukan pada benda atau barang yang dapat dilakukan sebelumnya atau 
sesudahnya pencurian itu dilakukan, apabila tujuan untuk menyiapkan, 
memudahkan pencurian dan jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi 
dirinya atau kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri atau 
barang yang dicuri tetap ada ditangannya. 
 Pada dasarnya suatu kejahatan bagaimanapun tingkatannya selalu 
dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan undang-undang yang berlaku, begitu juga kejahatan pencurian 
dengan kekerasan ini walaupun sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana secara kovensional merupakan suatu kesatuan 
peraturan yang mengatur tingkah laku serta ancaman hokum terhadap 
tingkah laku yang menyimpang dari kesatuan tersebut. 
 Tentunya kejahatan yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan 
anasir-anasir yang terdapat dalam ketentuan Pasal-Pasal yang mengatur 
tentang delik kejahatan itu. 
 Seperti diketahui pencurian dengan kekerasan pada dasarnya 
identik dengan jenis pencurian lainnya. Perbedaan hanya terletak pada 
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klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada 
perbuatan pencurian. Dengan demikian unsur-unsurnya dapat dikatakan 
sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan klasifikasi ancaman 
kekerasan. 
 Olehnya itu untuk mengetahui unsur-unsur delik pencurian dengan 
kekerasan maka kita lihat dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 
 Adapun unsure-unsur delik ini sama dengan yang dipunyai oleh 
Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tambahan unsur-
unsur sebagai berikut: 
 Pasal 365 ayat (1) : 
1. Unsur pencurian. 
- Perbuatan mengambil. 
- Yang diambil harus sesuatu. 
- Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain. 
2. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap orang. 
3. Unsur dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian 
itu. 
 Pasal 365 ayat (2) : 
1. Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) diatas, hanya ditambah 
unsur dilakukan, pada malam hari dalam sebuah rumah atau 
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perkarangan tertutup, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api 
yang sedang berjalan. 
2. Ditambah unsur subyek pelaku dua orang atau lebih. 
3. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, 
perintah palsu dan jabatan palsu. 
4. Unsur luka berat pada si korban. 
 Pasal 365 ayat (3): 
Ditambah dengan unsur di atas hanya ditambah dengan unsur 
matinya orang akibat perbuatan itu. 
 Pasal 365 ayat (4); 
Ditambah unsur luka berat atau mati karena dilakukan oleh dua orang 
atau lebih. 
 Dari ketentuan Pasal 365 KUHP diatas memang kelihatan agak 
luas. Karena itu setiap perbuatan pencurian dengan kekerasan dalam 
bentuk apapun sudah tentu dapat memenuhi salah satu unsur dari Pasal 
tersebut.  Dari rumusan Pasal 365 KUHP ini dapat disimpulkan dua unsur 
pokok yang penting yaitu pencurian dengan kekerasan/ancaman 
kekerasan. 
 Yang dimaksudkan dengan kekerasan atau “geweld” di dalam 
Pasal ini adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan 
yang tidak ringan. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Pasal 89 KUHP 
tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan “kekerasan” itu 
karena Pasal tersebut hanyalah “menyamakan” perbuatan membawa 
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seseorang dalam keadaan pingsan atai tidak berdaya itu sebagai suatu 
kekerasan. Selanjutnya kekerasan itu haruslah ditunjukkan terhadap 
orang “bukan”  terhadap benda.  Kekerasan atau ancaman kekerasan itu 
tidak perlu ditunjukkan semata-mata terhadap pemilik benda yang menjadi 
korban pencurian dengan kekerasan melainkan juga terhadap setiap 
orang misalnya, seorang pembantu rumah tangga dan lain-lain. 
 Menurut Pasal 89 KUHP (R.Soesilo, 1981:84), bahwa yang 
disamakan melakukan itu adalah “membuat orang menjadi pingsan atau 
tidak berdaya lagi (lemah)”. Sedang yang dimaksud dengan malam hari 
menurut Pasal 89 yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari 
terbit. Adapun yang dimaksud rumah disini adalah suatu tempat tinggal 
yang ditentukan dan diatur untuk didiami. 
 Sedang perkarang tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu 
perkarangan yang dikelilingi ada batas-batas atau tanda-tanda batas yang 
kehilangan dengan nyata, seperti selokan, pagar bamboo, pagar kawat, 
pagar tembok, dan lain sebagainya. 
 Olehnya itu dari uraian-uraian tersebut dimana unsur dari Pasal 365 
KUHP masuk pada unsur-unsur delik yakni perbuatan aktif atau pasif, 
melawan hokum dan tidak ada dasar pembenar begitu juga masuk pada 
unsur pertanggungjawaban pidana yakni, adanya unsur kesengajaan, 




D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan 
1. Pengertian Perkosaan 
 Menurut (Wirjono Prodjodikoro 1986:172) terminologi perkosaan 
sebenarnya berasal dari bahasa Belanda “Vercrating”, bahasa inggris 
disingkat Rape. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata 
“Vercrating” adalah “perkosaan”, tetapi terjemahan ini meskipun hanya 
mengenai nama suatu tindak pidana, tidak tepat karena di antara oang-
orang Belanda”Vercrating” sudah merata berarti “perkosaan untuk 
bersetubuh”, sedangkan dalam bahasa Indonesia kata “perkosaan” sama 
sekali belum menunjuk pada pengertian “perkosaan untuk bersetubuh” 
maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ini 
harus “perkosaan untuk bersetubuh”. 
 Perkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran 
hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang 
dapat membenarkannya, apabila itu bertentangan dengan aturan-aturan 
yang berlaku baik dilihat dari perspektif etika dan agama  maupun hukum. 
Terkhususnya dari perspektif hukum mengingat Negara kita adalah 
Negara yang berdasarkan atas hukum serta dampak yang ditimbulkan. 
  Apalagi kasus-kasus perkosaan akhir-akhir ini telah menimbulkan 
reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasanpun terhadap 
pidana yang telah dijatuhkan, dimuat dalam mass media sebagaimana 
dimuat pada Bab II Gambaran Keadaan (Leden Marpaung 2008:48). 
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 Selain daripada pemerkosaan dan pemidanaan terhadap 
pemerkosaan yang disorot, sering juga orang membicarakan 
penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Mengamati 
pandangan/pendapat terhadap penanggulangan akibat pemerkosaan 
sebagai dimuat antara lain Bab II (Leden Marpaung 2008:48), tampaknya 
masih kurang tepat jika hal tersebut dibebankan kepada aparat penegak 
hukum terutama selain dari kegiatan telah cukup padat, keahlian untuk 
menanggulangi akibat tersebut kemungkinan tidak dimiliki aparat penegak 
hukum tersebut. 
Yang paling banyak mendapat sorotan tajam dari massa media 
mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah “perkosaan”. Sering 
anggotamasyarakat telah menarik kesimpulan tanpa memahami dengan 
baik hakikat pemerkosaan dan jika aparat penegak hukum lamban 
menangani, bukan mustahil aparat tersebut mendapatkan penilaian yang 
negative bahkan dituduh tidak jujur. 
  Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sering orang 
menentukan kesimpulan tanpa memahami masalah secara 
keseluruhan/utuh.  
Memahami masalah-masalah hukum selain memahami hukum itu 
sendiri diperlukan pemahaman yang seksama terhadap kejadian. Di sisi 
lain baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, perlu menyadari 
bahwa untuk mengetahui kekurangan diri sendiri, tidak mudah. 
38 
 
 Seatandyo Wignojosoebroto (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan 2001:40), mengemukakan bahwa: 
 Perkosaan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu  seksual oleh 
seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang 
menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam 
pengertian seperti ini, apa yang disingkat perkosaan, disatu pihak 
dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang 
yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya),dan di 
dalam pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah 
pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial)”. 
 
 Sedangkan R.Sugandhi (Abdul Wahid  dan Muhammad Irfan 
2001:40), mengemukakan bahwa: 
 Perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada 
 seseorang yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan 
 dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana 
 diharuskankemaluan pria telah masuk ke dalam lubang 
 kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. 
 
  Menurut Wirdjono Prodjodikoro (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan 2001:41), menyatakan bahwa: 
 Perkosaan adalah seorang laki-laki, yang memaksa seorang 
perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, 
 sehingga sedemikian rupa tidak dapat melakukan, maka 
 denganterpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. 
 
 Demikian pula Soesilo (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan  
2001:41), merumuskan tentang perkosaan yang lebih cenderung pada 
aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, yang berbunyi 
sebagai berikut: 
 
 Perkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang wanita 
yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, 
sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan 




 Menurut Darma Weda (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
2001:43), yang lebih merumuskan pada pengertian perkosaan secara 
kriminologis, menyatakan bahwa: 
 Lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan 
 penetrasi secara paksa atau dimasukkan ke dalam vagina 
 bukanpenis si pelaku, tetapi jari, kuku, botol atau apa saja,  baik 
 ke dalam vagina maupun mulut atau anus. 
 
 Lamintang dan Samosir (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 
2001:44), yang dimaksud dengan: 
 Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan 
 kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita 
 untuk melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan dengan 
 dirinya. 
 
 Secara umum pemerkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan 
kehendak dari suatu pihak kepada pihak lainnya, tanpa mempedulikan 
hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud 
keuntungan atau kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa. 
  Dalam Pasal 285 KUHPidana dijelaskan  tentang apa yang 
disingkat perkosaan, yang berbunyi sebagai berikut: 
 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
 memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan 
 dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua belas tahun.” 
 
 
2. Unsur-unsur Pemerkosaan 
 
 Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHPidana 
yang dapat dijadikan dasar atau syarat terhadap pemerkosaan yaitu 
sebagai berikut (Leden Marpaung 2008:49): 
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a.  Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. 
b.  Harus ada paksaan. 
c.  Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya. 
d.  Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya. 
 
 Salah satu unsur dalam tindak pidana perkosaan adalah kekerasan 
atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar (Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan 2001:53), adalah: 
 “Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan 
 perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah”. 
  
 Sianturi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan 2001:53), 
mengemukakan pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan, adalah: 
 “Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada 
 pilihan lain yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti 
 kehendak si pemaksa. Dengan perkataan lain mengikuti 
 kehendak si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan atau 
 malalaikan sesuatu sebagai dengan kehendak pemaksa dan 
 pemaksaan itu pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan atau 
ancaman kekerasan”. 
 
  Dengan demikian, kekerasan yang pada dasarnya diawali oleh 
paksaan secara fisik, menunjukkan bahwa kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada tindak pidana perkosaan tertuju pada diri korban yang 
membahayakan keselamatan badan dan jiwanya. 
 Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana 
pemerkosaan, dilakukan oleh pembuat niatnya dapat terlaksana. 
Misalnya, mengikat tangan dan kaki, merobek pakaian korban, atau 
mengancam korban untuk menganiaya atau membunuhnya jika tidak 
mengikuti kehendak pembuat. Akibat yang dilarang dalam tindakan pidana 
ini adalah kesengajaan pembuat yang menyebabkan korban 
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menyerahkan kehormatannya kepada pembuat dimana hal tersebut akan 
menjatuhkan harkat dan martabat korban. 
 (P.A.F. Lamintang 1984:160) membagi Unsur-unsur Pasal 285 
KUHPidana tersebut secara terperinci: 
a. barang siapa. 
b. dengan ancaman atau 
c. dengan ancaman akan memakai kekerasan. 
d. memaksa. 
e. seorang wanita. 
f. mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan 
dirinya. 
 
 Walaupun di dalam rumusannya, Undang-undang tidak 
mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku 
dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 
KUHPidana, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti 
yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHPidana itu harus dilakukan 
dengan sengaja. 
 Mirip dengan tindak pidana ini adalah yang oleh Pasal 289 dengan 
kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (feitelijke 
aanranding der eerbaarheid) dirumuskan sebagai:  
“Dengan kekerasan atau ancaman hukuman maksimum Sembilan 
tahun penjara”. 
 Dalam beberapa komentar dari para penulis Belanda, perbuatan 
yang dipaksakan dalam Pasal 289 “perbuatan cabul” merupakan 
pengertian umum  




 Berikut pendapat lain dari kedua tindak pidana tersebut adalah 
bahwa (Wirjono Prodjodikoro 1986:177): 
a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh  
seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan 
perkosaan untuk cabul juga dilakukan oleh seorang perempuan 
terhadap laki-laki. 
b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar 
perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa 
istri untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat 
juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh 
seorang suami memaksa istrinya cabul atau seorang suami 
memaksa istrinya atau seorang istri memaksa suami untuk 
cabul. 
 
 Sebenarnya, perberdaan sub ini tidak begitu logis, justru karena 
pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh. Dengan demikian, seorang 
suami tidak boleh memaksa istrinya untuk -misalnya-   memegang 
kemaluan  
suami, tetapi boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh. 
3. Jenis-jenis Pemerkosaan 
 Menurut Kriminolog Mulyana W.Kusuma (Wirjono Prodjodikoro 
1986:118), menyebutkan sebagai berikut: 
1). Sadistic Rape 
Perkosaan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif 
berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak 
menikamti kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, 
melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan 
tubuh korban. 
2). Angea Rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi 
sarana untuk dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang 
tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap 
siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan objek terhadap siapa 
pelaku yang  memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, 




3). Dononation Rape 
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih 
atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah 
penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki 
keinginan berhubungan seksual. 
4). Seduktive Rape 
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, 
yang terciptanya oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban 
memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi sampai sejauh 
kesenggamaan. Pelaku pada umunya mempunyai keyakinan 
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa 
bersalah yang menyangkut seks. 
5). Victim Precipitatied Rape 
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan 
kerabat sebagai pencetusnya. 
6). Exploitation Rape 
Perkosaan yang menunjukan bahwa setiap kesempatan melakukan 
hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil 
kentungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung 
padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa 
oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa 
majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan 
(mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib. 
 
E. Tinjauan Umum Terhadap Concursus 
1. Pengertian Concursus 
 Pada dasarnya yang dimaksud dengan Perbarengan Tindak 
Pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang 
dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, 
atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya 
belum dibatasi oleh suatu putusan hakim (Adami Chazawi, 2005:109-
115). Pada pengulangan juga terdapat lebih dari satu tindak pidana yang 
dilakukan oleh satu orang, perbedaan pokonya ialah bahwa pada 
pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah 
diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah 
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dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan 
syarat seperti pengulangan tidaklah diperlukan. 
 Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya adalah suatu 
ketentuan yang mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan 
menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu 
orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak 
pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya 
perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai: 
a) Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan perkara dalam 
hal ini, undang-undang menghendaki ialah dengan memberkas 
beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan 
menyidangkannya dalam satu perkara oleh satu majelis hakim, dan 
tidak dipecah-pecah menjadi beberapa perkara dengan 
menyidangkannya secara sendiri-sendiri oleh beberapa majelis 
hakim). 
b) Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pembuat 
yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya 
belum diperiksa dan diputus. Mengenai hal ini yang berkaitan dengan 
kehendak undang-undang untuk menyidangkan beberapa tindak 
pidana (perbarengan) dalam satu pemeriksaan oleh satu majelis 
hakim, adalah mengenai bagaimana cara atau sistem penjatuhan 
pidana terhadap satu orang tersebut. Aturan mengenai perbarengan 
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dalam hal ini pada dasarnya mengatur perihal sistem penjatuhan 
pidananya. 
 Terdapat dua alasan pembentukan undang-undang dalam 
menghendaki agar beberapa tindak pidana perbarengan ini (Roeslan 
Saleh, 1981:106), yaitu: 
a) Pertimbangan psikologis: maksudnya ialah bahwa menjalani pidana 
satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat daripada 
menjalani pidana penjara dua kali yang lamanya masing-masing dua 
dan tiga tahun, dirasa lebih ringan beban yang diderita orang itu dari 
pada menjalani penjara satu kali berturut-turut selama lima tahun. 
b) Pertimbangan dari segi pembuat: maksudnya ialah kesalahan 
pembuat dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang 
lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana 
yang pertama. Pertimbangan ini dikemukakan berhubungan dengan 
adanya anggapan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya adalah 
suatu peringatan oleh Negara oleh si pembuat tentang kesalahannya 
karena melakukan suatu tindak pidana. 
2. Jenis-jenis Concursus 
a. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP) 
 Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam 
lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai 
dalam concursus idealis adalah sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan 
pidana pokok yang terberat. 
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b. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP) 
 Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa 
perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada 
hubungan sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut. 
 Dalam Mvt (Memorie van toelichting), kriteria perbuatan-perbuatan 
itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai 
satu perbuatan berlanjut adalah: 
 Harus ada satu keputusan kehendak 
 Masing-masing perbuatan harus sejenis 
 Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. 
 Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan 
sistem absorbsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan 
bilamana berbeda-beda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana 
pokok terberat. 
c. Concursus Realis (Pasal 65 sampai dengan 71 KUHP) 
 Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa 
perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu 
tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). 
 Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa 
macam, yaitu: 
a. Apabila kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka 
hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah 
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maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat 
ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorbsi yang 
dipertajam. 
b. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang 
tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap 
kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum 
pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem 
kumulasi diperlunak. 
c. Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan 
sistem kumulasi yaitu jumlah seluruh pidana yang diancamkan. 
Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 
bulan kurungan. 
d. Apabila concursus realis berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu 
Pasal 302 (1) KUHP (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 
352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 364 KUHP (pencurian 
ringan), Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan), Pasal 379 KUHP 
(penipuan ringan) dan Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), berlaku 
sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 
bulan. 
e. Untuk concursus realis, baik kejahatan maupun, pelanggaran yang 




3. Sistem Pemidanaan Pada Concursus 
 Konsekuensi dari terbaginya concursus menjadi tiga jenis yaitu 
concursus idealis, concursus berlanjut, dan concursus realis adalah 
berbedanya sistem pemidanaan pada masing-masing jenis concursus. 
 Pada concursus idealis sistem penghukumannya adalah absorbsi. 
Absorbsi maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku 
hanya satu saja dengan memberlakukan hukuman yang terberat ancaman 
hukuman pokonya. 
 Konsekuensi dari perbuatan berlanjut adalah sistem 
pemidanaannya dijatuhkan satu ancaman hukuman saja. Hal ini 
disebabkan karena salah satu syarat perbuatan berlanjut adalah adanya 
kesatuan kehendak serta dalam perbuatannya terlibat dalam peristiwa 
yang sama. 
 Concursus realis yang ancaman pidananya sejenis, sistem 
pemidanaannya disebut dengan sistem pemidanaan absorbsi yang 
dipertajam Sistem pemidanaan absorbsi yang dipertajam adalah sistem 
penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah ancaman 
hukumannya yang terberat ditambah sepertiga. 
 Concursus realis yang ancaman hukuman pokonya tidak sejenis. 
Sistem pemidanaan realis yang ancaman hukuman pidana pokonya tidak 
sejenis disebut dengan sistem pemidanaan kumulasi yang diperhalus. 
Maksudnya adalah jika pelaku melakukan concursus realis yang ancaman 
hukumannya tidak sejenis seluruh ancaman hukumannya digabungkan, 
49 
 
akan tetapi gabungan seluruh ancaman hukuman tidak boleh lebih dari 
satu ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiga. 
 Concursus realis antara kejahatan dengan pelanggaran atau antara 
pelanggaran dengan kejahatan disebut dengan sistem pemidanaan murni 
yang artinya seluruh ancaman pidananya digabungkan tanpa dikurangi. 
 
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana 
 Dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih 
putusan bebas (vrijspraak), hakim harus benar-benar menghayati dan 
meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 
sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing kearah 
tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni 
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
(Lilik Mulyadi, 2007:193), mengemukakan bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian 
unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut 
memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap 
amar/dictum putusan hakim”. 
 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau 
alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang 
menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada 
putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
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dan merupakan konklusi komulatif dan keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, dan barang bukti. 
(Rusli Muhammad, 2007:212-221), mengemukakan bahwa 
pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni: 
 “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan 
yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-
fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-
undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. 
Misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, 
keterangan saksi. Barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam 
peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis 
dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan 
terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.” 
 Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi 
kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus 
operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat 
pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari 
perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah 
terdakwa dapat mempertanggungg jawabkan perbuatannya atau tidak. 
 Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah 
putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan 
oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangan korelasi antara 
fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. 
Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah 
terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana yang didakwakan dan 
terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Pertimbangan yuridis 
dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, 
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pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, 
barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya. 
 (Lilik Mulyadi, 2007:196), setelah diuraikan mengenai unsur-unsur 
delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan 
hakim, antara lain: 
 “Tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, yakni: 
1. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan 
secara detail, terperinci, dan substansial terhadap tuntutan 
pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau 
penasihat hukum. 
2. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan 
mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana 
dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat 
hukum. 
3. Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut 
umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.” 
 
Setelah pencatuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan 
hakim, selanjutnya dipertimbangkan gal-hal apa sajakah yang dapat 
meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan 
berlangsung. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa tidak jujur, 
terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah 
dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang 
bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa 
bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, 








A. Lokasi Penelitian 
 Dalam penyusunan skripsi didahului dengan suatu penelitian awal, 
maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal dengan 
mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya 
dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 
Makassar dan instansi-instansi terkait, adapun alasan penulis 
mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan 
dasar pertimbangan bahwa topik permasalahan yang penulis angkat 
banyak terjadi di wilayah kota Makassar dan wilayah hukum Pengadilan 
Negeri Makassar.  
Selain fokus pada lokasi penelitian tersebut, penulis juga mencari 
bahan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di 
perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan 
Pusat Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan Sumber Data 
  Adapun jenis dan sumber data sebagai berikut: 
1. Data Primer 
 Dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber data primer yaitu 
data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian yang 
bersumber dari wawancara dengan responden/narasumber yaitu Hakim 
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Pengadilan Negeri Makassar yang pernah mengadili dan memutus 
tentang tindak pidana perkosaan dan pencurian dengan kekerasan. 
2. Data Sekunder 
 Dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber data sekunder yaitu 
data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan namun 
merupakan data yang mendukung atau menunjang kelengkapan data 
primer yaitu studi kepustakaan antara lain berupa buku-buku, literature 
lain serta studi dokumenter yang berupa laporan-laporan, peraturan 
perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Metode Penelitian 
 Pengumpulan data yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni 
melalui metode penelitian kepustakaan(Library Research) dan metode 
penelitian lapangan (Field Research). 
a. Metode penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian 
yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai 
literatur yang ada yang hubungannya dengan masalah yang diangkat. 
b. Metode penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk 
Tanya jawab kepada narasumber terkait dengan permasalahan dalam 




2.  Metode Pengumpulan Data   
a. Wawancara (interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang 
dibahas seperti hakim yang memutus perkara pidana tersebut. 
b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 
dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 
terkait dalam Pengadilan Negeri Makassar. 
D. Analisis Data 
 Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan 
maupun data dari sumber kepustakaan maka tahap berikutnya yaitu 
analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan 
dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk 
menjawab pemasalahan. 
 Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan merupakan 










A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Pencurian dengan Kekerasan dan Perkosaan dalam Putusan 
Nomor 932/Pid.B/2012/PN.Mks. 
 
1.  Posisi Kasus 
-  Bahwa tindak pidana ini terjadi pada hari Jumat tanggal 13 April 2012, 
sekitar jam 04.30 WITA, bertempat di Jalan Wijaya Kusuma blok K17 
No. 16 Makassar. Pelaku tindak pidana adalah Arman Sinjaya Alias 
Oga dan Bobi (DPO). Sementara korbannya adalah A. Mahmidatul 
Faizah Ulpa. 
-  Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa yaitu Bobi (DPO) 
menjemput terdakwa arman dengan menggunakan motor, selanjutnya 
terdakwa Arman dan Bobi (DPO) menuju ke Jalan Wijaya Kusuma. 
-  Sesampainya di tempat tersebut, baik terdakwa Arman maupun Bobi 
(DPO) menuju ke rumah kost korban melalui pagar yang tidak 
terkunci, selanjutnya terdakwa Arman bersama dengan Bobi (DPO) 
merusak salah satu jendela kamar kost dimana korban berada dengan 
cara merusak engsel jendela tersebut dengan menggunakan obeng. 
-  Kemudian setelah jendela kamar kost korban terbuka maka terdakwa 
Arman masuk ke dalam kamar korban sedangkan Bobi (DPO) berada 
diluar kamar depan pintu sambil menjaga/mengawasi keadaan 
dirumah kost tersebut. 
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-  Setelah terdakwa Arman berada di dalam kamar korban, kemudian 
terdakwa Arman mengambil barang-barang yang berada di dalam 
kamar korban.  
-  Saat terdakwa Arman melakukan perbuatannya tersebut, tiba-tiba 
korban terbangun dari tidurnya, melihat korban terbangun dari tidurnya 
kemudian terdakwa Arman mendekati korban sambil memegang badik 
dan mengarahkan badik tersebut kearah korban. 
-  Sedangkan rekannya Bobi (DPO) yang awalnya berada di luar kamar  
korban lalu masuk kedalam kamar melalui jendela kamar yang 
terbuka. 
-  Setelah terdakwa Arman mendekati korban dalam keadaan 
memegang badik dan mengarahkan kearah korban, dimana korban 
berada di atas kasur lipat melantai dengan memakai baju tidur, celana 
pendek motif, celana dalam, tanpa memakai BH, posisi korban duduk 
sambil merangkul lutut, kemudian terdakwa Arman memaksa korban 
membuka celana dalam korban. 
-  Karena dalam keadaan takut maka korban terpaksa membuka celana 
dalamnya karena korban takut ditikam oleh terdakwa Arman dengan 
badik yang dipegangnya 
-  Kemudian setelah korban membuka celana dalam lalu korban 
langsung tertidur dikasur kemudian terdakwa Arman langsung 
memasukkan penisnya ke vagina korban sedangkan Bobi (DPO) 
memegang buah dada korban sambil memegang badik. 
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-  Korban kemudian menangis karena terdakwa Arman menindih tubuh 
korban hingga cairan sperma terdakwa Arman keluar dari penisnya 
dan korban baru tahu setelah korban buang air kecil dikamar mandi 
kalau sperma terdakwa Arman masuk didalam vagina korban. 
-  Kemudian terdakwa Arman berdiri kembali memakai celananya lalu  
terdakwa Arman bertanya kepada terdakwa Bobi (DPO) “Bagaimana 
motornya diluar sudah siap atau tidak” dan terdakwa Bobi (DPO) 
menjawab “siap”. 
-  Lalu terdakwa Arman dan Bobi (DPO) berjalan mundur kearah pintu 
kamar dengan tetap memegang badik dan mengancam korban 
kemudian pintu kamar di kunci dari luar dan kunci kamar dilempar 
kedalam lewat jendela korban. 
-  Kemudian terdakwa Arman dan Bobi (DPO) langsung kabur dengan 
membawa barang-barang milik korban dengan menggunakan motor. 
-  Setelah itu korban keluar dari kamar lewat jendela kemudian korban 
pergi ke kamar teman (Ani dan Ulpa) dan dikamar itulah korban 
membuang air kecil dan pada saat korban mencuci vagina, korban 
sempat melihat sperma masih ada di lubang vagina korban. 
-  Kemudian korban menceritakan kepada Ani dan Ulpa atas kejadian 
yang korban alami, setelah itu Ani menghubungi Tamsil dan Tamsil 
menghubungi pihak keluarga korban. Sekitar jam 10.30 Wita korban 
melapor ke polsek Rappocini, keesokan paginya hari sabtu 14 April 
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2012 korban mendapat informasi kalau terdakwa Arman sudah 
ditangkap. 
2.  Dakwaan  Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap 
perkara Nomor Registrasi : 932/Pid.B/2012/PN.Mks. Terdakwa telah di 
dakwa sebagai berikut  : 
a. Dakwaan Kesatu  
Bahwa ia terdakwa ARMAN SINJAYA Als. OGA BIN SYAMSUL 
SINJAYA, pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 04.30 Wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2012, bertempat 
di Jl. Wijaya Kusuma Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya yaitu saksi korban ULPA untuk 
bersetubuh dengannya. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar jam 
03.00, rekan terdakwa yaitu BOBI (DPO) menjemput terdakwa dengan 
menggunakan motor, selanjutnya terdakwa dan BOBI menuju ke Jalan 
Wijaya Kusuma. 
- Sesampainya di tempat tersebut, baik terdakwa maupun BOBI (DPO) 
menuju ke rumah KOST saksi korban ULPA melalui pagar yang tidak 
terkunci, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan BOBI (DPO) 
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merusak salah satu jendela kamar kost dimana saksi korban ULPA 
berada dengan cara merusak engsel jendela tersebut. 
- Bahwa setelah jendela kamar kost saksi korban ULPA berhasil 
terbuka, maka terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban 
sedangkan BOBI (DPO) berada di luar kamar, dan setelah terdakwa 
berada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengumpulkan barang-
barang yang berada di dalam kamar saksi korban ULPA, saat 
melakukan perbuatannya tersebut, tiba-tiba saksi korban ULPA 
terbangun dari tidurnya. 
- Melihat saksi korban terbangun dari tidurnya tersebut, terdakwa 
mendekati saksi korban sambil memegang badik dan mengarahkan 
badik tersebut kea rah saksi korban, sedangkan BOBI (DPO) yang 
awalnya berada di luar kamar saksi korban lalu masuk ke dalam kamar 
melalui jendela kamar yang telah terbuka. 
- Bahwa setelah berhasil mendekati saksi korban, terdakwa dalam posisi 
memegang badik dan mengarahkannya kepada saksi korban tersebut, 
memaksa saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban 
ULPA, dan saksi korban pun menuruti kemauan terdakwa tersebut 
oleh karena takut apabila permintaan terdakwa tersebut tidak dipenuhi 
oleh saksi korban ULPA maka saksi korban ULPA akan ditikam oleh 
terdakwa dengan badik yang saat itu di tengah pegang oleh terdakwa. 
- Bahwa setelah celana dalam saksi korban dibuka, lalu saksi korban 
ULPA dalam posisi tertidur ditindih oleh terdakwa, lalu terdakwa 
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mengarahkan dan memasukkan penisnya (batang kemaluan) ke 
kemaluan saksi korban ULPA secara berulang-ulang sampai dengan 
cairan sperma terdakwa keluar. 
- Bahwa adapun perbuatan BOBI (DPO) saat terdakwa melakukan 
perbuatannya atas diri saksi korban tersebut, BOBI (DPO) memegang 
buah dada korban sambil memegang badik. 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. 
b. Dakwaan Kedua 
 Bahwa ia terdakwa ARMAN SINJAYA Als. OGA BIN SYAMSUL 
SINJAYA, pada hari jumat tanggal 13 April 2012 sekira pukul 04.30 Wita 
atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada Tahun 2012, bertempat 
di Jl. Wijaya Kusuma Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-
tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Makassar,  telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian 
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan 
hukum didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan 
atau memudahkan perbuatan tersebut, atau jika tertangkap tangan, 
supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut 
serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya 
barang yang diambilnya tetap tinggal di tangannya dilakukan pada 
waktu malam di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup 
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yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau di dalam kereta api, 
atau tram yang sedang berjalan dan dilakukan bersama-sama oleh 
dua orang atau lebih, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa 
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : 
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 April 2012 sekitar jam 
03.00, rekan terdakwa yaitu BOBI (DPO) menjemput terdakwa dengan 
menggunakan motor, selanjutnya terdakwa dan BOBI menuju ke jalan 
Wijaya Kusuma. 
- Sesampainya di tempat tersebut, baik terdakwa maupun BOBI (DPO) 
menuju ke rumah KOST saksi korban ULPA melalui pagar yang tidak 
terkunci, untuk selanjutnya terdakwa bersama dengan BOBI (DPO) 
merusak salah satu jendela kamar kost dimana saksi korban ULPA 
berada dengan cara merusak engsel jendela tersebut. 
- Bahwa setelah jendela kamar kost saksi korban ULPA berhasil 
terbuka, maka terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban 
sedangkan BOBI (DPO) berada di luar kamar, dan setelah terdakwa 
berada di dalam kamar tersebut, terdakwa mengumpulkan barang-
barang yang berada di dalam kamar saksi korban ULPA, saat 
melakukan perbuatannya tersebut, tiba-tiba saksi korban ULPA 
terbangun dari tidurnya. 
- Melihat saksi korban terbangun dari tidurnya tersebut, terdakwa 
mendekati saksi korban sambil memegang badik dan mengarahkan 
badik tersebut kea rah saksi korban, sedangkan BOBI (DPO) yang 
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awalnya berada di luar kamar saksi korban lalu masuk ke dalam kamar 
melalui jendela kamar yang telah terbuka. 
- Bahwa setelah berhasil mendekati saksi korban, terdakwa dalam posisi 
memegang badik dan mengarahkannya kepada saksi korban tersebut, 
memaksa saksi korban untuk membuka celana dalam saksi korban 
ULPA, dan saksi korban pun menuruti kemauan terdakwa tersebut 
oleh karena takut apabila permintaan terdakwa tersebut tidak dipenuhi 
oleh saksi korban ULPA maka saksi korban ULPA akan ditikam oleh 
terdakwa dengan badik yang saat itu di tengah pegang oleh terdakwa. 
- Bahwa setelah celana dalam saksi korban dibuka, lalu saksi korban 
ULPA dalam posisi tertidur ditindih oleh terdakwa, lalu terdakwa 
mengarahkan dan memasukkan penisnya (batang kemaluan) ke 
kemaluan saksi korban ULPA secara berulang-ulang sampai dengan 
cairan sperma terdakwa keluar. 
- Bahwa adapun perbuatan BOBI (DPO) saat terdakwa melakukan 
perbuatannya atas diri saksi korban tersebut, BOBI (DPO) memegang 
buah dada korban sambil memegang badik. 
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya atas diri 
saksi korban tersebut diatas, maka terdakwa berdiri sambil 
memperbaiki celana yang dipakainya untuk selanjutnya bersama 
dengan BOBI pergi meninggalkan saksi korban ULPA bersama 
dengan seluruh barang-barang yang telah dikumpulkannya dari kamar 
kost saksi korban tersebut diatas dengan cara berjalan mundur sambil 
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memegang badik dan diarahkannya kepada saksi korban ULPA agar 
saksi korban ULPA merasa takut dan tidak berteriak sehingga 
terdakwa dan BOBI (DPO) dapat dengan leluasa keluar dari dalam 
kamar kost saksi korban bersama dengan barang-barang yang telah 
diambilnya dari dalam kamar kost saksi korban tersebut melalui pintu 
kamar. 
Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur 
dan diancam pidana dalam  Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 
KUHP. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan uraian kasus posisi dan dakwaan yang ditujukan 
kepada terdakwa Arman Sinjaya maka oleh jaksa penuntut umum 
menuntut : 
1) Menyatakan terdakwa ARMAN SINJAYA Als. OGA bersalah 
melakukan tindak pidana “PERKOSAAN” DAN PENCURIAN 
DENGAN KEKERASAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 285 KUHP DAN PASAL 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 
dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan KESATU DAN KEDUA; 
2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN SINJAYA Als. OGA 
dengan pidana penjara selama 11 Tahun dengan dikurangi 
 selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 




3) Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (Satu) buah laptop warna hitam merk Compaq 
- 1 (Satu) buah HP Nokia E 63 
- 1 (Satu) pasang speaker 
- 1 (Satu) buah DVD Merk AMAZON 
- 1 (Satu) pasang Anting emas 
Dikembalikan kepada saksi A. MAHMIDATUL ULPA       
Barang bukti berupa : 
- 1 (Satu) buah badik 
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN 
4) Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 
2.000,- ( dua ribu rupiah). 
 
4. Komentar Penulis 
Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, namun KUHP hanya mengatur 
mengenai ketika seseorang tidak mampu mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1), yang menegaskan : 
1). Barangsiapa, melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat 
dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. 
 
Selama persidangan, terdakwa sehat secara fisik maupun psikis 




Perbuatan terdakwa dibenarkan oleh saksi korban A. Mahmidatul 
Faizah Ulpa yang pada pokoknya memberikan keterangan : 
- Bahwa benar pada hari jum’at tanggal 13 April 2012 bertempat di 
kamar kost saksi yang beralamat d Jl. Wijaya Kusuma Blok K17 No. 16 
Makassar sekitar pukul 04.30 Wita, terdakwa bersama dengan teman 
terdakwa yang telah masuk ke dalam kamar kost saksi melalui jendela 
kamar yang dicungkil. 
- Bahwa benar setelah berada di dalam kamar kost saksi, maka 
terdakwa bersama dengan teman terdakwa mengambil barang-barang 
milik skasi. 
- Bahwa saat terdakwa tengah mengumpulkan barang-barang tersebut 
di dalam kamar kost saksi maka saksipun terbangun, dan saat 
terbangun tersebut, terdakwa lalu mendekati saksi dan mengancam 
saksi dengan menggunakan badik agar saksi tidak berteriak. 
- Selanjutnya terdakwa dengan mengarahkan badik yang dipegangnya 
tersebut memaksa saksi untuk melepaskan celana yang tengah 
dikenakannya, oleh karena takut karena terdakwa yang tengah 
memegang badik, maka saksipun melepaskan celananya, dan setelah 
terlepas, terdakwa mengarahkan dan memasukkan kemaluan 
terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara berulang-ulang sampai 
dengan sperma terdakwa keluar, sedangkan teman terdakwa juga 
menggunakan sebuah badik mengarahkan badik tersebut kearah saksi 
dan meremas-remas payudara saksi. 
66 
 
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut 
kepada saksi, maka terdakwa keluar dari dalam kamar kost saksi 
dengan membawa barang-barang milik saksi sambil tetap 
mengarahkan badiknya kearah saksi korban Ulpa 
- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita luka pada 
lengan sebelah kiri karena senjata tajam jenis badik yang dipegang 
oleh terdakwa, selain itu saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 
8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah). 
 Pencurian dengan kekerasan dan perkosaan yang dilakukan oleh 
terdakwa Arman Sinjaya dibenarkan oleh Adi Jayanto yang dibawah 
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai 
berikut: 
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari saksi korban A.Mahmidatul 
Ulpa, dan benar pada hari jum’at tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 
04.30 Wita bertempat di Jl. Wijaya Kusuma Blok K17 No.16 Makassar, 
Saksi Ulpa kehilangan barang-barang miliknya yang diantaranya 
adalah bahwa benar setelah berada di dalam kamar kost saksi, maka 
terdakwa bersama dengan teman terdakwa mengambil barang-barang 
milik saksi. 
- Bahwa saksi Ulpa lalu menceritakan kronologis kejadian yang 
dialaminya tersebut kepada saksi, dan saksi turut melihat adanya luka 
gores senjata tajam yang terdapat di lengan kiri saksi Ulpa. 
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- ahwa setelah mendengar kronologis kejadian tersebut dari saksi Ulpa, 
maka saksi bersama dengan Ulpa melaporkan kejadian tersebut ke 
kantor kepolisian pada hari Jum’at tanggal 13 April 2012, dan 
selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita anggota kepolisian yang 
telah berhasil menangkap terdakwa menghubungi saksi untuk datang 
ke kantor polisi. 
- Bahwa setelah saksi berada di kantor polisi, maka saksi dapat 
mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh anggota polisi barang 
bukti mana yang berupa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 
oleh jaksa penuntut umum, dan barang bukti tersebut adalah benar 
merupakan barang milik saksi Ulpa, selanjutnya saksi mengambil foto 
terdakwa untuk diperlihatkan kepada saksi Ulpa, dan saksi Ulpa 
setelah melihat foto terdakwa tersebut lalu membenarkan bahwa 
terdakwalah yang telah mengambil dan memaksa saksi Ulpa dengan 
menggunakan senjata tajam jenis badik untuk bersetubuh dengan 
saksi Ulpa. 
 
 Kedua keterangan saksi diatas menegaskan bahwa terdakwa 
Arman Sinjaya telah melakukan Pencurian dengan kekerasan dan 
perkosaan 
 Unsur dalam pasal 285 adalah sebagai berikut yaitu: 
1.  Barangsiapa 
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan 




Unsur barangsiapa dalam kasus ini menunjuk kepada subjek 
hukum atau pelaku tindak pidana yaitu Arman Sinjaya Als. Oga. 
Unsur barang siapa wajib dibuktikan oleh pengadilan untuk 
membuktikan bahwa pelaku mampu mempertanggunggjawabkan 
atas perbuatannya. 
 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan 
yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya. 
 Dalam kasus ini terdakwa mengancam korban dengan 
menggunakan badik agar korban tidak berteriak. Dan setelah itu terdakwa 
lalu mengarahkan badik yang dipegangnya tersebut kearah korban dan 
memaksa korban untuk melepaskan celana yang tengah dikenakannya 
dan setelah celana korban terlepas, maka terdakwa memasukkan 
kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban secara berulang-ulang 
sampai dengan sperma terdakwa keluar. Dengan demikian terdakwa telah 
memenuhi unsur Pasal 285 ayat (2) mengancam korban dengan 
menggunakan sebuah badik untuk melakukan kejahatan perkosaan 
terhadap perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya. 
Jadi menurut penulis terdakwa telah memenuhi 2 unsur dalam 
Pasal 285 sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 
hukum.  
Unsur dalam Pasal 365  ayat (1) jo ayat (2)  ke-1 dan ke-2 KUHP 




2. Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
3. Didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 
memudahkan perbuatan tersebut, atau jika tertangkap tangan, supaya 
ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta 
melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang 
diambilnya tetap tinggal ditangannya 
4. Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di 
perkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau di 
dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan 
5. Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih 
 BarangSiapa 
Unsur barangsiapa dalam kasus ini menunjuk kepada subjek 
hukum atau pelaku tindak pidana yaitu Arman Sinjaya Als. Oga 
yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah 
pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh keterangan 
saksi-saksi. Dengan demikian unsur “BarangSiapa” telah 
dibuktikan. 
 Telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian 




Berdasarkan fakta yang terungkap bahwa terdakwa telah masuk ke 
dalam kamar kost korban, sesampainya di kamar kost tersebut, 
terdakwa lalu mengambil barang-barang milik korban yang 
diantaranya adalah 1 (satu) buah Laptop Compaq hitam, 1 (satu) 
set speaker, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah HP Nokia E 63, 1 
(satu) pasang Anting Emas, 1 (satu) buah Modem Fren, 1 (satu) 
buah Jam tangan pria dan uang tunai sebanyak kurang lebih Rp. 
700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Dengan demikian terdakwa 
telah memenuhi unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum” . 
 Didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau 
memudahkan perbuatan tersebut, atau jika tertangkap tangan, 
supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut 
serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya 
barang yang diambilnya tetap tinggal ditangannya 
Dalam unsur ini bahwa saat terdakwa tengah mengumpulkan 
barang-barang tersebut di dalam kamar kost korban maka 
korbanpun terbangun, dan saat terbangun tersebut, terdakwa lalu 
mendekati korban dan mengancam korban dengan menggunakan 
badik agar korban tidak berteriak dan ini terbukti dengan adanya 
luka gores senjata tajam yang terdapat di lengan kiri korban, 
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selanjutnya terdakwa memaksa korban untuk bersetubuh 
dengannya, lalu setelah selesai maka terdakwa berjalan keluar dari 
dalam kamar kost korban bersama dengan barang-barang milik 
korban dengan tetap mengarahkan badik miliknya tersebut kearah 
korban agar korban tidak berteriak. Dengan demikian menurut 
penulis terdakwa telah memenuhi unsur kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada korban karena terdakwa menggunakan sebuah 
badik untuk mengancam korban agar tidak berteriak, awalnya 
korban mengancam untuk bersetubuh namun ancaman kekerasan 
dengan badik tersebut diikuti saat terdakwa akan keluar dari kamar 
kost dengan tetap mengarahkan badik tersebut kearah korban jadi 
unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut telah terpenuhi. 
 Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau di 
perkarangan tertutup yang ada rumahnya, atau dijalan umum, atau 
di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan 
Kejadian perkara ini terjadi pada tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 
04.30 Wita bertempat di kamar kost korban yaitu terletak di Jl. 
Wijaya Kusuma Makassar, terdakwa telah masuk ke dalam kamar 
kost korban dan melakukan perbuatannya sebagaimana telah di 
uraikan pada unsur Pasal sebelumnya di atas. Jadi menurut penulis 
unsur tersebut telah terpenuhi karena dilakukan pada waktu malam 
sekitar pukul 04.30 Wita di dalam sebuah rumah atau perkarangan 
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tertutup yang ada rumahnya, dalam hal ini kamar kost korban yang 
terletak di Jl. Wijaya Kusuma Makassar. 
 Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih 
Perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara bersama-sama 
dengan dengan Bobi (DPO), dimana Bobi memiliki peran yaitu 
memberikan fasilitas berupa sebuah motor untuk secara bersama-
sama menuju ke Jl. Wijaya Kusuma Makassar, berjaga-jaga di luar 
kamar korban, serta bersama-sama dengan terdakwa mengancam 
korban dengan menggunakan badik agar korban tidak berteriak 
saat terdakwa dan Bobi (DPO) melakukan perbuatannya tersebut. 
Jadi unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum. 
 Menurut Penulis dalam surat dakwaan yang kedua jaksa hanya 
memasukkan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. 
Pemenuhan unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi hanya saja jaksa 
tidak memasukkan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat 
(2) ke- 3 yang menjelaskan sebagai berikut: 
“Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 
memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu 
atau pakaian jabatan palsu” 
 
 Dalam kasus tersebut terdakwa, sebelum mengambil barang-
barang milik korban, terdakwa terlebih dahulu mencungkil jendela kamar 
korban untuk memudahkan terdakwa masuk kedalam kamar korban. 
Dalam hal ini mencungkil bisa dikatakan merusak sehingga menurut 
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penulis sebaiknya jaksa memasukkan unsur tersebut demi memenuhi 
kesempurnaan Pasal yang di dakwakan. 
 Pemenuhan unsur  dari Pasal yang didakwakan oleh penuntut 
umum dapat juga dilihat dari unsur subjektif maupun unsur objektif dari 
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Unsur subjektif adalah unsur 
yang berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif berkaitan dengan 
kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan terbagi atas 2 (dua) 
yaitu kesengajaan dan kelapaan atau kelalaian. 
 Secara umum, kesengajaan dapat dibagi tiga yaitu kesengajaan 
sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan 
sebagai konsekuensi. Sengaja sebagai maksud, maksudnya adalah akibat 
dari perbuatan pelaku memang dimaksdukan oleh pelaku. Kesengajaan 
sebagai kemungkinan maksudnya adalah pelaku menyadari adanya 
kemungkinan yang akan timbul akibat perbuatannya, dan akibat tersebut 
dilarang oleh undang-undang. 
 Unsur subjektif pada kasus No:932/Pid.B/2012/Pn.Mks. telah 
terpenuhi. Pemenuhan unsur subjektif tersebut dapat dilihat dari fakta 
yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa dengan sengaja 
melakukan pencurian dan perkosaan disertai dengan ancaman kekerasan 
menggunakan senjata tajam berupa badik sehingga unsur kesalahannya 
adalah kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. 
 Unsur objektif dari tindak pidana adalah unsur yang berasal atau 
terdapat dari luar diri pelaku. Unsur objektif terdiri dari perbuatan manusia, 
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akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, sifat dapat dihukum dan 
sifat melawan hukum. Perbuatan manusia dapat berupa perbuatan aktif 
atau perbuatan pasif. 
 Akibat dari perbuatan manusia maksudnya adalah akibat dari 
perbuatan pelaku tersebut membahayakan, meresahkan, merusak, atau 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang oleh negara 
dipertahankan. Misalnya, nyawa, badan, atau kemerdekaan. Keadaan-
keadaan pada umumnya dibedakan antara lain keadaan pada saat 
perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
 Sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Sifat dapat dihukum 
berkaitan dengan mampu tidaknya pelaku mempertanggungjawabkan 
perbuatan yang telah dilakukannya sedangkan sifat melawan hukum 
berarti perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun 
hukum yang hidup didalam masyarakat atau dengan kata lain etika-etika 
yang dinilai oleh masyarakat. 
 Kasus No:932/Pid.B/2012/PN.Mks. Telah memenuhi semua unsur 
objektif tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan, 
terungkap bahwa pelaku melakukan perbuatan yang aktif yaitu melakukan 
pencurian dan perkosaan. Akibat dari perbuatan tersebut adalah terdakwa 
menyebabkan korban mengalami kerugian materil dan menyebabkan 
korban mengalami tekanan kejiwaan yang berkepanjangan. Perbuatan 
terdakwa secara jelas melawan hukum dan terdakwa sehat secara fisik 
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maupun psikis sehingga dirinyapun dapat mempertanggungjawabkan 
perbuatannya tersebut. 
 Terpenuhinya kesemua unsur subjektif dan unsur objektif tindak 
pidana, mengharuskan hakim untuk menghukum terdakwa, namun harus 
pula dilihat perbarengan (concursus) yang terkandung dalam perbuatan 
pelaku. Terkandungnya concursus didalam perbuatan pelaku hendaknya 
menjadi pertimbangan didalam penjatuhan pidana, namun dalam putusan 
hakim tidak menggambarkan adanya perbarengan atau concursus 
didalamnya. 
 Hukuman pada kedua dakwaan tersebut adalah sama yaitu pidana 
penjara atau denda, sehingga konsekuensi dari jenis yang ancaman 
hukuman pokoknya sejenis adalah absorbsi yang dipertajam. Absorbsi 
yang dipertajam berarti terdakwa diancam hukuman dengan ancaman 
hukuman terberat ditambah sepertiga. 
 Kasus No.932/Pid.B/2012/PN.Mks. mengkumulasikan Pasal 365 
ayat (1) Jo. Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang ancaman pidana 
penjaranya paling lama 9 tahun dengan Pasal 285 KUHP yang ancaman 
pidana penjaranya maksimum 12 tahun. Absorbsi yang dipertajam dari 
kedua Pasal tersebut adalah 16 tahun penjara, namun kemudian hakim 
hanya menghukum terdakwa dengan pidana 10 tahun penjara yang cukup 
jauh dari ancaman hukuman maksimal. 
 Dalam wawancara tanggal 22 juli 2013 pukul 12.30 dengan Ketua 
Majelis Hakim Bontor Aroean, SH., MH, mengatakan bahwa tidak 
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dipertimbangkannya concursus di dalam perkara ini, sebenarnya hakim 
menganggap bahwa kasus ini merupakan concursus tetapi karena hakim 
menganggap surat dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum 
tidak tidak mendakwakan Pasal 65 tentang concursus idealis maupun 
realis sehingga  hakim berkesimpulan pemberatan pidananya karena 
dakwaannya kumulasi dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa 
keadilan hakim 
 Walaupun unsur-unsur yang ada didalam delik pencurian dengan 
kekerasan dan perkosaan telah terpenuhi, serta didalam penerapan 
materiilnya pun kemudian telah diterapkan secara baik, namun tidak 
diterapkannya perbarengan (concursus) secara baik membuat pelaku 
mendapat hukuman yang tidak sesuai dengan rasa keadilan walau 
sebenarnya sudah cukup memberatkan pelaku dalam kasus tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan dan perkosaan. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
dan Perkosaan dalam Putusan Nomor 932/Pid.B/2012/PN.Mks. 
 
 Secara teoritik, hukum pidana dikenal adanya tiga teori sistem 
pembuktian yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara 
positif, sistem pembuktian menurut hakim, dan sistem pembuktian 
menurut undang-undang secara negatif. 
 Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif 
bergantung pada alat-alat bukti yang ada didalam undang-undang tanpa 
adanya peranan dari keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim terikat 
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pada undang-undang, tanpa harus mempertimbangkan keyakinannya 
sendiri. Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, kesalahan 
terdakwa hanya dilihat semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim 
belaka. Asal muasal dari mana hakim mengambil kesimpulan bersalah 
atau tidaknya terdakwa, didalam sistem ini tidak menjadi masalah. 
 Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif pada 
prinsipnya menyatakan bahwa hakim hanya bisa menyatakan terdakwa 
bersalah jika terdapat alat-alat bukti yang terkandung didalam undang-
undang serta didukung oleh keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti 
tersebut. Indonesia menggunakan sistem ini, hal ini jelas dapat dilihat dari 
Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa : 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. “ 
 
 Putusan hakim merupakan aspek penting dalam menyelesaikan 
perkara pidana. Putusan hakim dapat dikatakan sebagai mahkota suatu 
perkara pidana. Oleh karena itu, dalam membuat putusan, hakim haruslah 
berhati-hati. 
 Putusan hakim dalam perkara pidana memiliki tiga bentuk, antara 
lain putusan bebas (vrijspraak), lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van alle rechtsvervolging), dan putusan pemidanaan (veroordeling). 
 Putusan bebas (vrijspraak)  diambil jika salah satu unsur dalam 
Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat 
(1) KUHAP yang menegaskan bahwa : 
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“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan 
disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas.” 
 
 Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle 
rechtsvervolging) diputuskan jika perbuatan terdakwa terbukti secara sah 
dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah 
merupakan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP 
yang menegaskan bahwa : 
“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 
suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum.” 
 
 Putusan pemidanaan (veroordeling) diputuskan jika perbuatan 
terdakwa sebagaimana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam 
surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 Menurut Lilik Mulyadi (2007:35), seorang hakim dalam 
menetapkan suatu putusan harus bersandar pada ilmu hukum, baik 
secara teoritik dan praktik. Hakim haruslah  mendasarkan putusannya 
pada pertimbangan-pertimbangan ilmiah. 
 Penjatuhan putusan yang salah walaupun konsekuensinya hanya 
diperbaiki, dapat berakibat fatal baik bagi terdakwa maupun korban. 
 Dalam kasus No.932/Pid.B/2012/PN.Mks. terdakwa dituntut dengan 
11 (sebelas) Tahun penjara, adapun yang menjadi tuntutan penuntut 
umum yakni sebagai berikut: 
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1.  Menyatakan terdakwa ARMAN SINJAYA ALS. OGA bersalah 
melakukan tindak pidana “PERKOSAAN” dan “PENCURIAN 
DENGAN KEKERASAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam Pasal 285 KUHP DAN PASAL 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 
dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan KESATU DAN KEDUA; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAN SINJAYA ALS. OGA 
dengan pidana penjara selama 11 (SEBELAS) Tahun dengan 
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan 
perintah terdakwa tetap ditahan; 
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 
- 1 (Satu) buah laptop warna hitam merk compaq 
- 1 (Satu) buah HP Nokia E 63 
- 1 (Satu) pasang Speaker 
- 1 (Satu) buah DVD Merk Amazon 
- 1 (Satu) pasang Anting Emas 
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI A. MAHMIDATUL ULPA 
Barang bukti berupa : 
- 1 (Satu) buah badik 
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN 
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2000,- (dua ribu rupiah). 
 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum setelah melihat fakta melalui 
pemeriksaan, dapat dikatakan tidak bersandar pada penilaian yang ilmiah, 
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karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan concursus. 
Putusan dalam perkara No.932/Pid.B/2012/PN.Mks., menghukum 
terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, 
sebagaimana amar putusannya yakni sebagai berikut : 
MENGADILI 
1. Menyatakan terdakwa ARMAN SINJAYA Alias OGA telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“PERKOSAAN dan PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”; 
2. Menjatuhkan  hukuman terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun; 
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah laptop warna hitam 
merk Compaq, 1 (satu) buah HP Nokia E63, 1 (satu) pasang speaker, 
1 (satu) buah DVD Merk Amazon, 1 (satu) pasang anting emas, 
dikembalikan kepada saksi A. Mahmidatul Ulpa. Dan 1 (satu) buah 
badik, dirampas untuk dimusnahkan. 
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
 
 Putusan hakim yang menghukum selama 10 (sepuluh) tahun 
penjara dapat dikatakn tidak sesuai atau tidak bersandarkan pada 
penilaian yang ilmiah. 
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 Kasus No.932/Pid.B/2012/PN.Mks., merupakan kasus dengan 
kandungan concursus realis didalamnya. Dimana seharusnya penulis 
beranggapan bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) tahun cukup ringan mengingat konsekuensi 
dari concursus realis ini sendiri, yang mana dari beberapa tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang 
sejenis, maka konsekuensi dari concursus realis yang ancaman pidana 
pokoknya sejenis yakni yang terberat di tambah sepertiga. Melihat 
ancaman maksimal dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada 
Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yakni ancaman pidana 
maksimalnya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan 
pada tindak pidana perkosaan pada Pasal 285 KUHP yakni ancaman 
pidana maksimalnya adalah pidana penjara paling lama 12 (duabelas) 
tahun, sehingga berdasarkan teori, maka yang diambil adalah ancaman 
pidana terberat yakni 12 (duabelas) tahun ditambah sepertiga, sehingga 
maksimum ancaman pidana penjara berdasarkan concursus realis 
berdasarkan konsekuensi penjatuhan pidananya yaitu menjadi 16 
(enambelas) tahun. 
 Hakim dalam putusannya No.932/Pid.B/2012/PN.Mks. memiliki 
pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang antara lain sebagai 
berikut: 
1. Berdasarkan pertimbangan atas keterangan saksi yang telah diajukan 
penuntut umum didepan persidangan, yang mana saksi tersebut 
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sebelum memberikan kesaksiannya terkait dengan kasus ini berada 
dibawah sumpah menerangkan hal-hal pokok dimana keterangan 
saksi pada dasarnya menerangkan bahwa benar terdakwa Arman 
Sinjaya pada jum’at, tanggal 13 April 2012 sekitar pukul 04.30 Wita 
bertempat di kamar kost korban yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma 
Blok K17 No. 16 Makassar secara jelas melakukan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan dan perkosaan, yang mana dilakukan 
dengan cara-cara : 
- Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa yaitu Bobi (DPO) 
menjemput terdakwa arman dengan menggunakan motor, 
selanjutnya terdakwa Arman dan Bobi (DPO) menuju ke Jalan 
Wijaya Kusuma. 
- Sesampainya di tempat tersebut, baik terdakwa Arman maupun 
Bobi (DPO) menuju ke rumah kost korban melalui pagar yang tidak 
terkunci, selanjutnya terdakwa Arman bersama dengan Bobi (DPO) 
merusak salah satu jendela kamar kost dimana korban berada 
dengan cara merusak engsel jendela tersebut dengan 
menggunakan obeng. 
- Kemudian setelah jendela kamar kost korban terbuka maka 
terdakwa Arman masuk ke dalam kamar korban sedangkan Bobi 
(DPO) berada diluar kamar depan pintu sambil 
menjaga/mengawasi keadaan dirumah kost tersebut. 
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- Setelah terdakwa Arman berada di dalam kamar korban, kemudian 
terdakwa Arman mengambil barang-barang yang berada di dalam 
kamar korban.  
- Saat terdakwa Arman melakukan perbuatannya tersebut, tiba-tiba 
korban terbangun dari tidurnya, melihat korban terbangun dari 
tidurnya kemudian terdakwa Arman mendekati korban sambil 
memegang badik dan mengarahkan badik tersebut kearah korban. 
- Sedangkan rekannya Bobi (DPO) yang awalnya berada di luar 
kamar  korban lalu masuk kedalam kamar melalui jendela kamar 
yang terbuka. 
- Setelah terdakwa Arman mendekati korban dalam keadaan 
memegang badik dan mengarahkan kearah korban, dimana korban 
berada di atas kasur lipat melantai dengan memakai baju tidur, 
celana pendek motif, celana dalam, tanpa memakai BH, posisi 
korban duduk sambil merangkul lutut, kemudian terdakwa Arman 
memaksa korban membuka celana dalam korban. 
- Karena dalam keadaan takut maka korban terpaksa membuka 
celana dalamnya karena korban takut ditikam oleh terdakwa Arman 
dengan badik yang dipegangnya 
- Kemudian setelah korban membuka celana dalam lalu korban 
langsung tertidur dikasur kemudian terdakwa Arman langsung 
memasukkan penisnya ke vagina korban sedangkan Bobi (DPO) 
memegang buah dada korban sambil memegang badik. 
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- Korban kemudian menangis karena terdakwa Arman menindih 
tubuh korban hingga cairan sperma terdakwa Arman keluar dari 
penisnya dan korban baru tahu setelah korban buang air kecil 
dikamar mandi kalau sperma terdakwa Arman masuk didalam 
vagina korban. 
- Kemudian terdakwa Arman berdiri kembali memakai celananya lalu  
terdakwa Arman bertanya kepada terdakwa Bobi (DPO) 
“Bagaimana motornya diluar sudah siap atau tidak” dan terdakwa 
Bobi (DPO) menjawab “siap”. 
- Lalu terdakwa Arman dan Bobi (DPO) berjalan mundur kearah pintu 
kamar dengan tetap memegang badik dan mengancam korban 
kemudian pintu kamar di kunci dari luar dan kunci kamar dilempar 
kedalam lewat jendela korban. 
- Kemudian terdakwa Arman dan Bobi (DPO) langsung kabur 
dengan membawa barang-barang milik korban dengan 
menggunakan motor. 
- Setelah itu korban keluar dari kamar lewat jendela kemudian 
korban pergi ke kamar teman (Ani dan Ulpa) dan dikamar itulah 
korban membuang air kecil dan pada saat korban mencuci vagina, 
korban sempat melihat sperma masih ada di lubang vagina korban. 
- Kemudian korban menceritakan kepada Ani dan Ulpa atas kejadian 
yang korban alami, setelah itu Ani menghubungi Tamsil dan Tamsil 
menghubungi pihak keluarga korban. Sekitar jam 10.30 Wita 
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korban melapor ke polsek Rappocini, keesokan paginya hari sabtu 
14 April 2012 korban mendapat informasi kalau terdakwa Arman 
sudah ditangkap. 
2. Berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan 
sebagai berikut : 
- Bahwa benar sebelum kejadian, terdakwa dengan Bobi (DPO) 
menuju kamar kost saksi yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Blok 
K17 No.16 Makassar dengan menggunakan sepeda motor, 
sesampainya disana, lalu terdakwa dan Bobi (DPO) masuk 
kedalam kamar kost saksi dengan cara mencungkil jendela kamar 
dengan menggunakan obeng sampai dengan jendela kamar 
tersebut terbuka, dan setelah terbuka terdakwa masuk kedalam 
kamar kost saksi dan mengumpulkan barang-barang milik saksi 
Ulpa, sedangkan Bobi berjaga-jaga diluar kamar kost saksi Ulpa, 
selanjutnya saat mengumpulkan barang-barang milik saksi Ulpa 
tersebut, saksi Ulpa terbangun dari tidurnya, setelah saksi 
terbangun terdakwa mendekati saksi Ulpa dan mengancam saksi 
dengan cara menodongkan badik miliknya kearah saksi agar saksi 
melepas celananya. 
- Bahwa selanjutnya saksi Ulpa oleh karena mendengar ancaman 
saksi tersebut, maka saksi Ulpa melepas celana yang 
dikenakannya, dan setelah lepas maka terdakwa menindih tubuh 
saksi lalu mengarahkan kemaluannya kearah kemaluan saksi Ulpa 
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dan memasukkan kemaluannya tersebut kearah kemaluan saksi 
korban Ulpa secara berulang-ulang sampai dengan sperma 
terdakwa keluar 
- Bahwa setelah selesai maka terdakwa mengambil barang-barang 
dari dalam kamar saksi Ulpa lalu keluar dari dalam kamar kost 
tersebut bersama dengan barang-barang milik saksi korban Ulpa. 
3. Berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa diajukan dipersidangan 
oleh penuntut umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu : 
- Dakwaan pertama : yakni melanggar Pasal 285 KUHP tentang 
 Kesusilaan. 
-  Dakwaan kedua : yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) 
 ke-1 dan ke-2 KUHP. 
4. Berdasarkan bahwa unsur-unsur dari kedua tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan 
Kumulatif telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa 
Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan 
perkosaan. 
 Uraian di atas merupakan beberapa hal yang menjadi salah satu 
dari beberapa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa, dan dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan 
tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan 
pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar hingga itu, 
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terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang 
dilakukan olehnya. 
 Selain itu, dalam putusan No.932/Pid.B/2012/PN.Mks., hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang 
meringankan, adapun hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan yakni 
sebagai berikut : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban A.Mahmidatul Ulpa 
mengalami kerugian materil. 
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban A.Mahmidatul Ulpa 
mengalami tekanan kejiwaan yang berkepanjangan. 
- Terdakwa pernah dihukum. 
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. 
- Terdakwa mengakui perbuatannya. 
Berdasarkan uraian diatas, terkait dengan pertimbangan hukum 
hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang 
telah dimaksudkan sebelumnya dan mengacu pada putusan perkara 
pidana No.932/Pid.B/2012/PN.Mks., Majelis hakim tidak memandang atau 
memperhatikan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdiri 
atas 2 (dua) tindak pidana, yakni tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) 
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ke-1 dan ke-2 KUHP dan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 285. 
 Dalam dakwaan yang digunakan oleh penuntut umum dalam 
menjerat terdakwa pun menggunakan jenis dakwaan kumulatif sehingga 
jelaslah bahwa telah terkandung concursus dalam perkara pidana ini. 
Namun, berdasarkan hal diatas majelis hakim sama sekali tidak 
menyentuh ketentuan mengenai concursus. Hal tersebut dapat dilihat 
selama persidangan, ketentuan mengenai concursus yang seharusnya 
juga didakwakan terhadap terdakwa dengan men-junto-kan kedua tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan ketentuan pidana mengenai 
concursus realis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 KUHP, yang 
dimana pula seharusnya berdasarkan hal tersebut diatas dijadikan 
sebagai rujukan majelis hakim dalam menetukan dan menilai bahwa 
perkara ini dapat digolongkan kedalam concursus. 
 Dengan terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan 
mengakui perbuatannya, menjadi pertimbangan yang meringankan oleh 
majelis hakim. Hal ini merupakan pertimbangan sosiologis dari hakim dan 
tidak semata-mata hanya menggunakan pertimbangan yuridis-normatif. 
Sebagaimana wawancara tanggal 22 juli 2013 pukul 12.30 dengan Ketua 
Majelis Hakim Bontor Aroean, SH., MH. 
 Lebih lanjut dikatakan tidak dimasukkannya concursus kedalam 
pertimbangan putusan karena sebenarnya hakim menganggap surat 
dakwaan yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan 
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Pasal 65 tentang concursus idealis maupun realis sehingga  hakim 
berkesimpulan pemberatan pidananya karena dakwaannya kumulasi dan 
menjatuhkan hukuman sesuai dengan rasa keadilan hakim. 
 Sebuah putusan haruslah didasarkan pada pertimbangan-
pertimbangan ilmiah sehingga putusan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Ketiga 










1. Dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan pada 
persidangan, Terdakwa Arman Sinjaya didepan persidangan telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan dan perkosaan. Dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa 
Arman Sinjaya dedakwa dengan dakwaan Kumulatif, yang dakwaan 
pertamanya yakni melanggar Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan 
dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 
dan ke-2 KUHP. Dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Arman 
Sinjaya dinyatakan bersalah atas kedua tindak pidana yang 
dimaksudkan diatas dan dihukum dengan pidana penjara selama 11 
(sebelas) tahun. Sebagaimana dakwaan kumulatif yang didakwakan 
oleh penuntut umum, maka hal tersebut termasuk dalam concursus 
realis. Kedua tindak pidana yang dilakukan terdakwa, yakni tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat 
(1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dengan ancaman pidana 
maksimalnya adalah pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun 
dan pada tindak pidana perkosaan pada Pasal 285 KUHP yang 
ancaman pidana maksimalnya adalah pidana penjara paling lama 12 
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(duabelas) tahun sehingga ancaman hukumannya yaitu absorbsi yang 
dipertajam dari kedua Pasal tersebut adalah 16 (enambelas) Tahun 
penjara, namun dalam putusan hakim hanya menghukum terdakwa 
dengan pidana 10 (sepuluh) Tahun penjara, sehingga hal tersebut 
membuat pelaku mendapat hukuman yang tidak sesuai dengan rasa 
keadilan walau sebenarnya sudah cukup memberatkan pelaku dalam 
kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan perkosaan. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap 
terdakwa Arman Sinjaya pada perkara pidana 
No.932/Pid.B/2012/PN.Mks., adalah pertimbangan yuridis dan 
pertimbangan sosiologis, namun dalam penjatuhan pidananya hakim 




1. Hendaknya ada suatu peningkatan terhadap sumber daya manusia 
terutama bagi aparat penegak hukum agar pemahaman mengenai 
concursus dapat lebih dipahami secara mendalam. 
2. Sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya 
mempertimbangkan adanya suatu concursus yang dilakukan oleh 
terdakwa dan dalam penjatuhan pidana tergambar bahwa terdakwa 
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